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ABSTRAK : bahwa   sesuai ketentuan  pasal   13  huruf e  Undang-Undang Nomor    1 Tahun 

2015   tentang   Penetapan   Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  
Nomor  1   Tahun 2014    tentang    Pemilihan   Gubernur,     Bupati     dan 
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah    terakhir   dengan    
Undang-Undang   Nomor    10 Tahun   2016   menyatakan  membentuk PPK,   
PPS,   dan KPPS    dalam     Pemilihan     Gubernur    serta    pemilihan bupati  
/walikota di wilayah  kerjanya.  

  Bahwa pembentukan  Panitia  Pemungutan  Suara  unruk membantu  tugas - 
tugas   PPK  dan   Komisi   Pemilihan Umum  Kabupaten Gianyar  sebagai  
penyelenggara Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Bali,  Bupati dan   
Wakil   Bupati   Gianyar  Tahun   2018   di   tingkat desa  atau /kelurahan.  

  Bahwa  sebagaimana   dimaksud   pada   huruf a dan b tersebut   diatas,   perlu   
ditetapkan   dengan    Keputusan Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten Gianyar   
tentang Penetapan    Ketua   dan    Anggota    Panitia    Pemungutan Suara  Se  - 
Kabupaten  Gianyar  Sebagai Penyelenggara Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  
Gubernur  Bali, Bupati dan wakil Bupati Gianyar Tahun 2018. 

 
 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: 

Undang-Undang   Nomor   69   Tahun   1958   tentang Pembentukan   Daerah   -   
Daerah   Tingkat   II    dalam Wilayah   Daerah - daerah   Tingkat   I     Bali,    Nusa 
Tenggara     Barat     dan     Nusa     Tenggara     Timur, (Lembaran   Negara   
Republik  Indonesia   Tahun  1958 Nomor   122,   Tambahan  Lembaran   Negara   
Republik Indonesia Tahun 1958   Nomor  1655), Undang-undang nomor 2 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008  tentang 
Partai Politik (Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun  2011  Nomor 8 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Undang  Nomor   
23 Tahun       2014     tentang     Pemerintahan       Daerah (Lembaran   Negara  
Republik  Indonesia Tahun   2015 Nomor   58,   Tambahan   Lembaran   Negara   
Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan 
kedua dengan Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015 (Lembaran   Negara 
Rcpublik  TndonesiaTahun  2015   Nomor  58,  Tarnbahan Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Nomor  5679), Undang-Undang Nomor    1 Tahun       2015     
tentang      Penetapan       Peraturan Pemerintah    Pengganti    Undang-Undang    
Nomor     1Tahun   2014   tentang  Pemilihan  Gubernur,   Bupati, dan  Walikota   
Menjadi   Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor  130, Tambahan    Lembaran    Negara    Republik Indonesia Nomor  5898) 
sebagaimana  telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016 
Nomor    130,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik Indonesia  Nomor  
5898), Undang-Undang     Nomor     7     Tahun     2017     tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) , (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6109), Peraturan  Komisi   Pemilihan  
Umum  Nomor  6  Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat  Jenderal  Komisi Pemilihan  Umum, Sekretariat Komisi  Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 
Tahun 2008, Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor   12  Tahun 2017    
Tentang   Perubahan    Atas    Peraturan    Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  
Tahun  2015  Tentang  Tata Kerja    Komisi    Pemilihan   Umum,    Komisi    
Pemilihan Umum   Provinsi/Komisi   lndependen    Pemilihan   Aceh dan   Komisi     
Pemilihan    Umum/Komisi    lndependen Pemilihan   Kabupaten/Kota,   
Pembentukan   dan  Tata Kerja       Panitia      Pemilihan      Kecamatan,       Panitia 
Pemungutan   Suara,    dan   Kelompok    Penyelenggara Pemungutan  Suara  



dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur   dan  Wakil   Gubernur,    Bupati   
dan   Wakil Bupati,  dan/ Atau  Walikota dan Wakil Walikota (   Serita Negara 
Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  1337); Peraturan  Komisi   
PemilihanUmum  Nomor  1 Tahun 2017    tentang    Tahapan,      Program    dan    
.Jadwal  . Penyelenggaraan    Pemilihan    Gubernur     dan   Wakil Gubernur,     
Bupati     dan   Wakil     Bupati,     dan/Atau Walikota   dan  Wakil    Walikota   
Tahun   2018   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2017  Nomor 818), 
Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts./KPU-
Kah.016.433758/VII/2017  tentang Pedoman Teknis  Tahapan, Program dan  
Jadwal  Penyelenggaraan   Pemilihan  Bupati  dan Wakil Bupati Gianyar Tahun  
2018, Keputusan Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten Gianyar  Nomor 
275/Kpts/KPU-Kab.016.433758/ VII/2017 tentang Penetapan  Hari dan   Tanggal 
Pemungutan    Suara    Pemilihan   Bupati    dan    Wakil Bupati   Gianyar Tahun  
2018. 

 

 

CATATAN  : Dalam Keputusan    Komisi    Pemilihan Umum Kabupaten  Gianyar     Nomor 522 

/ PP.05.3/ Kpt/ 5104/ KPU.Kab/Xl/2017 diatur tentang Penetapan  Ketua Dan 

Anggota  Panitia Pemungutan  Suara Se - Kabupaten  Gianyar  Sebagai  

Penyelenggara Pemilihan  Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali,  Bupati Dan Wakil 

Bupati  Gianyar Tahun 2018. 

. 

 - Keputusan Komisi    Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 

8 November 2017. 

 - Lampiran 5 Halaman. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


